BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain
sebagai berikut :
1. Pengaturan tentang fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, dalam Pasal 366 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah :
a. Mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Perundang-
undangan lainnya.
b. Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati dan
Walikota.
c. Mengawasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
d. Mengawasi kebijakan Pemerintah Daerah.
e. Mengawasi pelaksanaan kerjasama Internasional di daerah.
2. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pariaman terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang
Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan

Maksiat, antara lain :



a. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota Komisi | DPRD
Kota Pariaman baru dalam tahap monitoring dan
mendapatkan beberapa informasi bahwa Peraturan Daerah
Nomor 10 tahun 2013 belum berjalan dengan
mestinya.Komisi | Kota Pariaman belum menggunakan
haknya sebagai anggotta DPRD dalam melakuakn
pengawasan terhadap Perda Nomor 10 Tahun 2013 yang
menyebabkan Perda tersebut masih belum maksimal
terhadap Masyarakat Kota Pariaman.

b. Beberapa hambatan DPRD Kota Pariaman dalam
melakukan pengawasan terhadap Perda Nomor 10 Tahun
2013, antara lain faktor internal yaitu pengetahuan dari
anggota DPRD, kurangnya inisiatif dari anggota DPRD,
sumberdaya yang terbatas dari anggota DPRD dalam ruang
lingkup pengawasan yang memunculkan keengganan
DPRD untuk melakukan pengawasan secara Serius,
sitematis dan berkelanjutan. Lalu faktor eksternal yaitu
kurangnya pemahaman dari aparat penegak, adanya
indikasi Aparatur yang menghalagi penegakan Peraturan
Daerah, minimnya pemahaman masyarakat untuk
menyampaikan aspirasi mereka, masih ada masyarakat
yang belum bisa menerima dan mematuhi Peraturan Daerah
yang telah dibuat, dan kurang jelasnya muatan isi Perda

Nomor 10 Tahun 2013.



c. Solusi terhadap pengawasan Perda kota Pariaman Nomor
10 Tahun 2013 adalah perlunya peningkatan kinerja yang
dilakukan oleh Komisi | DPRD Kota Pariaman,
penambahan anggaran pengawasan yang dilakukan oleh
Komisi | DPRD Kota Pariaman, Aparat Penegak Perda
(Satpol PP) harus lebih mengoptimalkan lagi kerja seprti
lebih sering melakukan sosialiasasi kepada masyarakat agar
masyarakat paham, bisa menerima dan menaati Perda,
DPRD harus lebih memperhatikan setiap muatan pasal
demi pasal agar masyarakat paham dengan isi dari Perda
tersebut dan masayarakat juga harus lebih berani dalam
menyampaikan aspirasinya.

B. Saran

Adapun saran tersebut antara lain :

1. Perlu adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman kepada semua
anggota Komisi | DPRD Kota Pariaman supaya tingkat inisiatif
melakukan pengawasan terhadap Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun
2013 lebih baik dan optimal.

2. Komisi | DPRD Kota Pariaman diharapkan membentuk angenda yang
berisikan langkah-langkah yang telah dikerjakan oleh Komisi | DPRD
Kota Pariaman terhadap pengawasa Perda Kota Pariaman Nomor 10
Tahun 2013 supaya diketahui apakah Perda tersebut telah berlaku secara

efektif dan sesuai yang diharapakan pada masyarakat.



3. Komisi | DPRD Kota Pariaman diharapkan dapat lebih menyokong dan
mendorong aparat penegak (Satpol PP) dalam penegakan Peraturan
Daerah supaya kinerja mereka bisa lebih optimal dan membuahkan hasil
yang sesuai dengan yang diharapkan.

4. Komisi | DPRD Kota Pariaman serta aparat penegak harus lebih
memberikan pemahaman dan mengikut sertakan masyrakat dalam
melakukan pengawasan terhadap Perda Kota Pariaman.

5. Satpol PP harus lebih meningkatkan Kinerjanya agar dapat
mengoptimalkan jalannya penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Pariaman.

6. Sebagai aparat penegak diharapkan kepada Satpol PP untuk melakukan
tindakan seperti sosialisasi kepada setiap masyarakat Kota Pariaman
sehingga masyarakat Kota Pariaman dapat memahami dan menerima
Peraturan Daerah Kota Pariaman.

Masyarakat diharapkan untuk memiliki pola pikiran yang luas untuk dapat
menerima dan mematuhi Peraturan Daerah Kota Pariaman karena tujuan

pembuatan Peraturan Daerah demi kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dan
ketertiban masyarakat Kota Pariaman.



